
LEMBARAN DAERAB KABUPATEN WAY KANAN
 
TAHUN 2011 NOMOR 11
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 

NOMOR: 11 TABUN 2011
 

TENTANG
 

RENCANA TATA RUANG WILAYAB KABUPATEN
 

WAY KANAN TABUN 2011-2031
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

BUPATI WAY KANAN,
 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan 
wilayah Kabupaten Way Kanan secara terpadu, 
lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai 
dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, 
diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah 
Kabupaten Way Kanan; 

b. bahwa dalam rangka mengarahkan strategi dan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah yang 
secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, 
berhasil guna, berbudaya, berkelanjutan dan 
memperhatikan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan, telah ditetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Way Kanan tentang Penataan Ruang 
Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 
sampai dengan Tahun 2010; 

c. bahwa mengingat Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di 
atas sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan, 
situasi dan kondisi pembangunan, 
perkembangan keadaan serta Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, 
maka dalam rangka mengkoordinasikan 
kebutuhan ruang dan pelaksanaan Peraturan 
Perundang-Undangan tersebut, dipandang perlu 
untuk meninjau kembali Peraturan Daerah 
dimaksud; 

d.bahwa..... 



I/"
 

d.	 bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Reneana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 
sampai dengan tahun 2029, maka konsep dan 
strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi perlu 
dijabarkan ke dalam Reneana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Way Kanan; 

e.	 bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, 
c, dan d dipandang perlu menetapkan Reneana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan dengan 
Peraturan Daerah; 

Mengingat: 1.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

2.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

4.	 Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti; 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

6.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

7. Undang-Undang..... 



7.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 

8.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4411); 

9.	 Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4324); 

10.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

11.	 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

12.	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

13.	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

14.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4849); 

15.Undang-Undang..... 



15.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4851); 

16.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
4, Tambahan Lebaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959); 

17.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

18.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5188); 

19.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 
tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4145); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

22.	 Peraturan Pemerintah Nornor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

23.Peraturan.... 
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23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4814); 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 
tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat 
dalam Penataan Ruang (Lembar Negara 2010 
Tahun 2010 nomor 118, Tambahan Lembar 
Negara Nomor 5160); 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi lampung Tahun 
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 346); 

Dengan.... 



Dengan PersetujUBD Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH KABUPATEl'f WAY KANAN
 

DAN
 

BUPATI WAY KANAN
 

MEMUTUSKAN:
 
, 

PERATURAN DAERAH TERTANG RERCARA TATAMenetapkan : 
RUANG W1LAYAB KABUPATER WAY KANAN 

TABUK 2011 SAMPAI DERGAR TABUK 2031 

BABI 

KETEl'fTUAN UMUM
 

Bagian Kesatu
 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Way Kanan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3.	 Bupati adalah Bupati Way Kanan. 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwaki1an Rakyat 
Daerah Kabupaten Way Kanan. 

5.	 Kabupaterr/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Larnpung 
yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota. 

6.	 Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan. 

7.	 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, me1akukan 
kegiatan, dan memelihara ke1angsungan hidupnya. 

8.	 Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

9.	 Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 
sistem jaringan praearana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki 
memiliki hubungan fungsional. 

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

11.	 Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

12.Penyelenggara . 



12.	 Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 
ruang. 

13.	 Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan 
kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 

14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan 
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

15.	 Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan PerUndang-Undangan. 

16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. 

17.	 Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

18.	 Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ruang. 

19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

20.	 Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budi daya. 

21.	 Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan 
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang 
berkelanjutan. 

22.	 Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

23.	 Kawasan Rutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. 

24.	 Kawasan Rutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat 
khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan 
sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah 
banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. 

25.	 Rutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan laban 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya 
tidak dapat dipisahkan, 

26.Lingkungan..... 











































Baglan Kedua
 
Kawaaan Lindung
 

Paaal22 

Kawasan lindung sebagaimana dirnaksud dalam Pasal21 ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a.	 kawasan hutan lindung; 

b.	 kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya; 

e.	 kawasan perlindungan setempat; 

d.	 kawasan suaka alam, pelestarian alam dan eagar budaya; 

e.	 kawasan rawan beneana alam; dan 

f.	 kawasan lindung geologi. 

Paragraf 1 

Kawasan Hutan Lindung
 
PasaI 23
 

Kawasan hutan lindung sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 huruf 

a dengan luas kurang lebih 22.289 (dua puluh dua ribu dua ratus 

delapan puluh sembilan) hektar dan tersebar di Keeamatan Banjit, 

Keeamatan Kasui dan sebagian Keeamatan Rebang Tangkas yaitu 

Hutan Lindung Bukit Punggur, Saka dan Gilham Tami. 

Paragraf2
 
Kawaaan Yang Memberikan PerlinduDglUl Terhadap Kawuan
 

BawahaDDya
 
Paaal24 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa 

kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 3.207 (tiga ribu dua 

ratus tujuh) hektar yang tersebar di bagian selatan Kabupaten. 

Paragraf3 

Kawaaan PerlindungBn Setempat
 

PasaI 25
 

(1)	 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 22 huruf e terdiri atas: 

a.	 sempadan sungai; 
b. sempadan saluran irigasi; 
c.	 kawasan mata air. 

(2)Kawasan..... 



) 

(2)	 Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan luas kurang lebih 10.055 (sepuluh ribu lima puluh 
lima) hektar meliputi sungai induk, sungai ordo I, ordo II, dan ordo 
III berada di wilayah Kabupaten. 

(3)	 Kawasan sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran 
irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertangggul maupun 
tidak. 

(4)	 Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dengan luas kurang lebih 732 (tujuh ratus tiga puluh dual 
hektar pada mata air yang mempunyai debit diatas 10 (sepuluh) 
liter perdetik. 

Paragraf4
 

Ka__n Suaka A1am, Pelestarian AIam, clan Capr Buclaya
 

Pasal26
 

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan kawasan eagar budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kawasan 
suaka perikanan yang berada pada Sungai Way Kanan, Sungai Way 
Pisang, Sungai Way Umpu, Sungai Way Besai, Sungai Way Giham, dan 
Sungai Way Tahmi. 

ParagrafS 
Ka~Rawan Beneana A1am
 

Pasal27
 

(1)	 Kawasan rawan beneana alam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf e terdiri atas: 

a. kawasan rawan tanah longsor; 

b. kawasan rawan banjir; dan 

c. kawasan rawan kebakaran hutan. 

(2)	 Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi luas kurang lebih 1.811 (seribu delapan ratus 
sebe1as) hektar yang berada pada Keeamatan Banjit, Keeamatan 
Baradatu, Keeamatan Kasui, Keeamatan Rebang Tangkas, 
Keeamatan Blambangan Umpu dan Keeamatan Banjit. 

(3)	 Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b me1iputi luas lebih kurang 7.365 (tujuh ribu tiga ratus enam 
puluh lima) hektar yang berada pada Kecamatan Bahuga, 
Keeamatan Way Tuba, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan 
Negeri Besar, dan Keeamatan Pakuan Ratu. 

(4)	 Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e yang berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit 
Punggur, Saka dan Gilham Tami. 

Bagian ..... 



Baglan Ketip
 
Kawasan Buclidaya
 

Pasa128
 

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. kawasan peruntukan pertanian; 

c. kawasan peruntukan perikanan; 

d. kawasan peruntukan pertambangan; 

e. kawasan peruntukan industri; 

f. kawasan peruntukan pariwisata; 

g. kawasan peruntukan permukiman; dan 

h. kawasan peruntukan lainnya. 

ParagraC 1 

Kawasan Peruntukan Rutan Produksi 
Pasa129 

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf a meliputi kawasan hutan produksi tetap (HP) yang 
berada pada Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Rebang Tangkas dan 
Kecamatan Negeri Besar seluas kurang lebih 66.997 (enam puluh enam 
ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hektar yang meliputi hutan 
produksi Rebang, Sungai Muara Dua, Way Gilham Tami dan Way 
Hanakau dengan produksi kayu rimba campuran, kayu jati, sengon 
dan akasia. 

ParagraC2 

Kawaaan Peruntukan Pertanian 
Pasal30 

(1)	 Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf b terdiri atas: 

a. kawasan pertanian tanaman pangan; 

b. kawasan pertanian hortikultura; 

c. kawasan perkebunan; dan 

d. kawasan peternakan. 

(2)	 Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a.pertanian..... 



a. pertanian tanaman pangan lahan basah dengan araban 
pengembangan berada pada Kecamatan Baradatu, Kecamatan 
Way Tuba, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga, 
Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Negeri Agung, dan 
Kecamatan Rebang Tangkas dengan luas kurang lebih 23.132 
(dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dual hektar.dan 

b. pertanian tanaman pangan lahan kering dengan arahan 
pengembangan berada pada Kecamatan Pakuan Ratu, 
Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Negara 
Batin, Kecamatan Negeri Besar dengan luas kurang lebih 
112.545 (seratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima) 
hektar. 

(3) Kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan 
kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian dietapkan 
sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 8.479 
(delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar. 

(4) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dengan luas kurang lebih 26.026 (dua puluh enam ribu 
dua puluh enam) hektar berada pada Kecamatan Negeri Besar, 
Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, 
Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan Negeri Besar. 

(5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat.(l) huruf 
c meliputi: 

a. Perkebunan Rakyat dengan luas kurang lebih 58.892 (lima 
puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dual 
hektar berupa perkebunan kopi, lada, kakao, dan kelapa 
dalam, berada pada Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, 
Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Baradatu dan 
Kecamatan Rebang Tangkas; dan 

b. Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta untuk 
komoditas tanaman tebu, karet, dan kelapa sawit berada di 
Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Bumi Agung. 

(6) Kawasan petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dengan luas kurang lebih 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) 
hektar meliputi : 

a. Pengembangan sentra petemakan temak besar berada pada 
Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kecamatan Banjit, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Buay 
Bahuga; 

'\ 

b. Pengembangan sentra petemakan temak kecil berada pada 
Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Rebang Tangkas, 
Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan 
GunungLabuhan;dan • 

c.Pengembangan..... 



c.	 Pengembangan sentra peternakan unggas berada pada 
Kecamatan Negara batin, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Way 
Tuba, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecatnatan Blambangan 
Umpu, Kecamatan Kasui, dan Kecamatan Bumi Agung. 

Paragraf3
 
Kawasan Peruntukan Perikanan
 

Pasal31
 

(1)	 Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf c terdiri atas : 

a.	 kawasan peruntukan perikanan tangkap;dan 

b.	 kawasan peruntukan perikanan budidaya. 

(2)	 Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh perairan badan sungai di 
wilayah Kabupaten. 

(3)	 Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budidaya pembibitan dan 
budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 6.663 (enam 
ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar berada pada seluruh 
kecamatan di sepanjang aliran sungai utama. 

Paragraf4 

Kawasan Peruntukan Peltamb8 ngau 

Pasal32 
(1)	 Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaima 

na dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri dari Wilayah Usaha 
Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat yang 
dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang tersebar di 
seluruh kecamatan yang memiliki potensi potensi bahan 
tambang mineral serta minyak dan gas bumi. 

(2)	 Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf d dengan luas kurang lebih 44.903 (empat 
puluh empat ribu sembilan ratus tiga) hektar terdiri atas: 

s.	 Kawasan peruntukan pertambangan mineral berada di 
Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Blambangan Umpu, 
Kecamatan Baradatu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui, 
Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Pakuan Ratu; 
dan 

b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan gas bumi 
yang berada di Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Pakuan 
Ratu Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bumi 
Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Blambangan 
Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Kasui dan 
Kecamatan Rebang Tangkas. 

13IKetentuan . 



(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizman dan 
penetapan wilayah pertambangan rakyat diatur dengan 
Peraturan Daerah. 

Paragraf5 
Ka_san Peruntukan Induatri 

Pasal33 

(1)	 Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf e diarahkan pada industri pengolahan hasil 
pertanian dan perikanan. 

(2)	 Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk 
dikembangkan di beberapa kecamatan yang memiliki sentra­
sentra penghasil sumberdaya pertanian, meliputi Kecamatan 
Way Tuba, Kecamatan Buay Bahuga dan Kecamatan Bahuga. 

Paragraf6 
Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Pasal34 

(1)	 Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf f bertujuan untuk 
menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan obyek 
dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain 
yang terkait di bidang tersebut. . 

(2)	 Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; 

b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan 

c. kawasan peruntukan pariwisata buatan. 

(3)	 Kawasan peruntukan. pariwisata budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a meliputi adat budaya, seni kerajinan, dan 
situs purbakala dikembangkan di Kecamatan Kasui, Kecamatan 
Banjit, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Negara Batin dan 
Kecamatan Negeri Besar. 

(4)	 Kawasan peruntukan pariwisata alam berupa panorama alam 
sungai, hutan, dan air terjun dikembangkan di Kecamatan Kasui, 
Kecamatan Banjit, Kecamatan Way Tuba, dan Kecamatan Bahuga. 

(5)	 Kawasan peruntukan parrwisata buatan wisata agro 
dikembangkan di Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan 
Blambangan Umpu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, 
Kecamatan Baradatu, Kecamatan Bahuga dan Kecamatan Pakuan 
Ratu. 

Paragraf..... 



Paragraf7 
Kawaaan Peruntukan PermUldman 

Paaa135 

(1)	 Pengembangan kawasan peruntukan pennukiman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf g me1iputi: 

a. kawasan peruntukan pennukiman perkotaan; dan 

b. kawasan peruntukan pennukiman perkampungan. 

(2)	 Pengembangan kawasan peruntukan pennukiman perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan 
Blambangan Urnpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Way Tuba, 
dan Kecamatan Pakuan Ratu dengan luas kurang 1ebih 20.470 
(dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh) hektar. 

(3)	 Pengembangan kawasan peruntukan pennukiman perkampungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang 
lebih 13.646 (tiga belas ribu enam ratus empat puluh enam) 
hektar meliputi desa yang tennasuk dalam kawasan perdesaan 
dan tidak berada dalam kawasan huan lindung di seluruh wilayah 
kecamatan terutama pada Kecamaan Banjit, Kecamatan Gunung 
Labuhan, Kecamatan Kasui, Kecamatan Rebang Tangkas, 
Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Buay 
Bahuga, Kecamatan Bumi agung, Kecamatan Negara Batin, dan 
Kecamatan Negeri Besar. 

(4)	 Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan 
Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan. 

Paragraf8 
Ka_san Peruntukan Lainnya 

Pasal36 

(1)	 Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf h berupa kawasan peruntukan 
pertahanan dan keamanan. 

(2)	 Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. Komando Distrik Militer (KODIM) Way Kanan dengan luas 
kurang lebih 1 (satu) hektar; 

b. Kepolisian Resort (POLRES) Way Kanan dengan luas kurang 
lebih 2 (dua) hektar; 

c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) terletak menyebar di seluruh 
kecamatan; dan 

d. Kepolisian Sektor 
kecamatan. 

(POLSEK) terletak menyebar di seluruh 

e. Bandara Gatot Subroto 
BABV..... 



BABV 

RENCANA KAWASAN STRATEGIS
 

Bagian Pertama
 

Umum
 

Pasal37 

(1)	 Kawasan strategis ditetapkan pada wilayah yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting bagi Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, 
danIatau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai 
warisan dunia. 

(2)	 Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (I),terdiri dari: 

a. penetapan kawasan strategis Provinsi Lampung di Kabupaten 
Way Kanan. 

b. penetapan kawasan strategis Kabupaten Way Kanan. 

(3)	 Penetapan kawasan strategis digambarkan pada Peta Kawasan 
Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(4)	 Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten yang 
ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri. 

Baglan Kedua
 

Kawaaan Strategis Provinsi dl Kabupaten Way Kanan
 

PaBll138
 

(1)	 Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Way Kanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a ditetapkan 
di PKWp Blambangan Umpu. 

(2)	 Penetapan kawasan strategis PKWp Blambangan Umpu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan pertimbangan 
memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
provinsi karena merupakan pusat pelayanan antar kabupaten dan 
kota di Provinsi Lampung. 

Baglan Ketiga
 

Kawa_n Strategis Kabupaten
 

Pasal39 

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan: 

a. aspek ekonomi; 

b. aspek sosial budaya; dan 

c. aspek lingkungan hidup. 



Parapaf 1 
Kawasan Strategis Kabupaten Aspek Ekonomi 

Pasal40 

(1)	 Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri 
dari: 

a.	 Kota Terpadu Mandiri dan Industri Terpadu Way Kanan di 
Kecamatan Way Tuba dan Kecamatan Blambangan Umpu; dan 

b.	 Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Baradatu. 

(2)	 Kota Terpadu Mandiri dan Industri Terpadu Way Kanan di 
Kecamatan Way Tuba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditujukan untuk menciptakan sebuah kawasan industri yang 
mandiri. 

(3)	 PKLp Baradatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditujukan untuk menjadikan wilayah PKLp sebagai prioritas 
pengembangan agar dalam 5 (lima) tahun ke depan menjadi PKL. 

Parapaf2 

Kawasan Strategis Kabupaten Aspek Soaial Budaya
 
Pasal41
 

(1) Penetapan kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan aspek sosial 
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan 
untuk: 
a. menjaga kelestarian adat budaya lokal; dan 
b. menjaga situs-situs bersejarah. 

(2) Penetapan kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan aspek sosial 
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kampung Wisata Buay Pemuka Pakuan Ratu; 
b. Kampung Wisata Budaya Mesir; 
c. Kampung Wisata Lestari Gedung Batin; 
d. Wisata Sejarah Situs Putra Lima Sakti; dan 
e. Wisata Sejarah Situs Umpu Segara Mider. 

Paragraf3
 
Kawasan Strategis Kabupaten Aspek Linglmngan Hidup
 

Pasal42 

(1)	 Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c 
ditetapkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset 
nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan 
fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. 

(2)penetapan..... 



(2)	 Penetapan kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan aspek 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
pada Taman Wisata Alam Curup Gangsa. 

BABVI 

ARABAN PEMANFAATAN RUANG W1LAYAH KABUPATEll 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal43 ) 

(1)	 Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program 
pembangunan utama jangka menengah lima Tahunan Kabupaten. 

(2)	 Perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah; 

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan 

c. perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten. 

(3)	 Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berisi tentang perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang 
kawasan lindung dan budidaya,· serta perwujudan kawasan 
strategis kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten sebagaimana 
terlampir dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua
 
PerwuJudan Rencana Btruktur Ruang wUayah
 

Pasal44
 

(1)	 Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan; 
b. perwujudan sistem jaringan transportasi; 
c. perwujudan sistem jaringan prasarana energi; 
d. perwujudan sistemjaringan prasarana telekomunikasi; 
e. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan 
f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. 

(2)	 Perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. penyusunan rencana rind tata ruang; 
b. penyusunan peraturan zonasi; 
c. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan; 
d. pengembangan dan penataan kawasan perumahan; 
e. pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan; dan 
f. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kawasan. 

(3)Perwujudan..... 



(3)	 Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsinya yang 

menghubungkan antar pusat kegiatan; 
b. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi dan 

kabupaten serta jembatan; 
c.	 pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Baradatu; 
d.	 pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Blambangan Umpu, 

Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Way Tuba; 
e.	 mengembangkan roda transportasi umum yang aman, nyaman, 

dan murah dengan jenis mikro bus untuk trayek utama dan 
trayek cabang; 

f.	 membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat 
kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dan stasiun 
kereta api di Blambangan Umpu, Way Tuba, Giham dan Negeri 
Agung; 

g. membangun tempat pemberhentian bus atau angkutan umum 
khususnya pada kawasan perkotaan; 

h. pengembangan sistem prasarana transportasi udara untuk 
mendukung kegiatan penerbangan sipil; dan 

i. pengembangan pusat latihan 
pertahanan dan keamanan. 

udara untuk kepentingan 

(4) Perwujudan sistem jaringan prasarana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

energi sebagaimana 

a. pengembangan dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTU di 
Pakuan Ratu; 

b.	 pengembangan PLTS di pusat-pusat lingkungan; 
c.	 pengembangan PLTMH di wilayah sungai; 
d. pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi 

regional Sumatera bagian Selatan dengan jaringan utama dari 
Sumatera Selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan-Tulang 
Bawang-Lampung Tengah-Lampung Timur; 

e.	 pengembangan transmisi listrik SUTET dengan tegangan 500 kV; 
f.	 pengembangan transmisi listrik SUIT tegangan 275 kV; 
g.	 pengembangan GITET di Blambangan Umpu; 
h. pengembangan GIIT di Tiuh Balak Pasar; dan 
i.	 pengembangan sumber energi alternatif. 

(5)	 Perwujudan sistemjaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. peningkatan jaringan layanan melalui sistem kabel dan satelit; 
b. pengembangan Base Transceiver Station IBTS) bersama; dan 
c.	 peningkatan layanan internet. 

(6)	 Perwujudan sistem janngan prasarana sumber daya air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a.	 perlindungan terhadap aliran sungai; 
b. pengelolaan waduk; 
c.	 pengembangan embung; 
d.	 perlindungan terhadap sumber mata air; 

e.perlindungan..... 



e.	 perlindungan kawasan resapan air; 
f.	 peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi; 
g. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengatur 

irigasi; 
h. peningkatan dan pengembangan jaringan air minum; dan 
i.	 pengembangan sumber air baku melalui pengolahan air 

permukan pada kawasan yang tidak memiliki potensi mata air 
sebagai sumber air baku. 

(7)	 Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi : 
a.	 pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah; 
b.	 penyediaan sarana dan sarana pengumpulan sampah; 
c.	 sosialisasi sistem pengelolaan sampah secara terpadu; 
d.	 penyediaan tempat pemilahan dan pengolahan sampah; 
e.	 mensinergikan pengolahan sampah dengan kegiatan industri 

kecil dan pertanian; 
f.	 pengendalian pengolahan limbah industri menengah dan industri 

besar; 
g.	 pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu 

industri kecil; 

h. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL domestik 
terpadu; 

i.	 pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) wilayah; 

J.	 peningkatan dan pengembanganjaringan drainase wilayah; 

k.	 pengembangan sumur resapan; 

1.	 mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan 

m.penyusunan mitigasi bencana. 

Bagian Ketiga 

Pe~uclan Rencana Pola Ruang WUayah 

Pasal45 

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a.	 perwujudan kawasan lindung; dan 

b.	 perwujudan kawasan budidaya. 

Pasal46 

(1)	 Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 huruf a terdiri atas: 

a.	 perwujudan kawasan hutan lindung 

b.perwujudan..... 



(3)	 Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a.	 pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsinya yang 

menghubungkan antar pusat kegiatan; 
b. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi dan 

kabupaten serta jembatan; 
c.	 pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Baradatu; 
d. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Blambangan Umpu, 

Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Way Tuba; 
e.	 mengembangkan roda transportasi umum yang aman, nyaman, 

dan murah dengan jenis mikro bus untuk trayek utama dan 
trayek cabang; 

f.	 membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat 
kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dan stasiun 
kereta api di Blambangan Umpu, Way Tuba, Giham dan Negeri 
Agung; 

g. membangun tempat pemberhentian bus atau angkutan umum 
khususnya pada kawasan perkotaan; 

h. pengembangan sistem prasarana transportasi udara untuk 
mendukung kegiatan penerbangan sipil; dan 

i. pengembangan pusat latihan 
pertahanan dan keamanan. 

udara untuk kepentingan 

(4) Perwujudan sistem jaringan prasarana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

energi sebagaimana 

a. pengembangan dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTU eli 
Pakuan Ratu; 

b. pengembangan PLTS di pusat-pusat lingkungan; 
c.	 pengembangan PLTMH di wilayah sungai; 
d.	 pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi 

regional Sumatera bagian Selatan dengan jaringan utama dari 
Sumatera Selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan-Tulang 
Bawang-Lampung Tengah-Lampung Timur; 

e.	 pengembangan transmisi listrik SUTET dengan tegangan 500 kV; 
f.	 pengembangan transmisi listrik SUTT tegangan 275 kV; 
g.	 pengembangan GITET di Blambangan Umpu; 
h. pengembangan GITT di Tiuh Balak Pasar; dan 
i.	 pengembangan sumber energi alternatif. 

(5)	 Perwujudan sistemjaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. peningkatan jaringan layanan melalui sistem kabel dan satelit; 
b. pengembangan Base Transceiver Station (BTS) bersama; dan 
c.	 peningkatan layanan internet. 

(6)	 Perwujudan sistem jarmgan prasarana sumber daya air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. perlindungan terhadap aliran sungai; 
b. pengelolaan waduk; 
c.	 pengembangan embung; 
d.	 perlindungan terhadap sumber mata air; 

e.perlindungan..... 



e.	 perlindungan kawasan resapan air; 
f.	 peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi; 
g. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengatur 

irigasi; 
h. peningkatan dan pengembangan jaringan air minum; dan 
i.	 pengembangan sumber air baku melalui pengolahan air 

permukan pada kawasan yang tidak memiliki potensi mata air 
sebagai sumber air baku. 

(7)	 Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi : 
a.	 pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah; 
b.	 penyediaan sarana dan sarana pengumpulan sampah; 
c.	 sosialisasi sistem pengelolaan sampah secara terpadu; 
d.	 penyediaan tempat pemilahan dan pengolahan sampah; 
e.	 mensinergikan pengolahan sampah dengan kegiatan industri 

kecil dan pertanian; 
f.	 pengendalian pengolahan limbah industri menengah dan industri 

besar; 
g. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu 

industri kecil; 

h. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL domestik 
terpadu; 

i.	 pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) wilayah; 

j.	 peningkatan dan pengembangan jaringan drainase wiIayah; 

k.	 pengembangan sumur resapan; 

1.	 mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan 

m. penyusunan mitigasi bencana. 

Raglan Ketiga
 

Perwujudan Reneana Pola Ruang WUayah
 

Paaa145
 

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a.	 perwujudan kawasan lindung; dan 

b.	 perwujudan kawasan budidaya. 

Paaa146 

(1)	 Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 huruf a terdiri atas: 

a.	 perwujudan kawasan hutan lindung 

b.perwujudan..... 



b.	 perwujudan kawasan lindung yang memberikan perlindungan 
terhadap kawasan bawahannya; 

c.	 perwujudan kawasan perlindungan setempat; 

d.	 perwujudan kawasan lindung suaka alarn, pelestarian alarn, 
dan eagar budaya; 

e.	 perwujudan kawasan lindung rawan beneana alarn; dan 

f.	 perwujudan kawasan lindung geologi. 

(2)	 Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 

a.	 penetapan batas kawasan hutan lindung; 

b.	 pelibatan masyarakat sekitar dalarn pengelolaan kawasan; 

e.	 pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalarn 
pengelolaan kawasan; 

d.	 reboisasi; dan 

e.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan lindung. 

(3)	 Perwujudan kawasan lindung yang memberikan perlindungan 
terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hurufb meliputi: 

a.	 penghijauan kawasan; 

b.	 pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar 
tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; 

c.	 pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan 
tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan; 

d.	 penyusunan rencana rind tata ruang kawasan resapan air; 

e.	 penyusunan peraturan zonasi; 

f.	 pembuatan sumur-sumur resapan; 

g.	 pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir; 

h.	 pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang marnpu 
menahan dan meresapkan air; dan 

i.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan resapan air. 

(4)	 Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a.	 penetapan batas kawasan; 

b.	 penguasaan kawasan perlindungan setempat oleh pemerintah; 

c.	 penghijauan kawasan; 

d.	 pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan 
tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan; dan 

e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan lindung 
setempat. 

(S)perwujudan.... 



(5)	 Perwujudan kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan 
eagar budaya sebagairnana dimaksud pada ayat (l)huruf d 
meliputi: 

a.	 penetapan batas kawasan; 

b.	 pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar 
tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; 

c.	 semaksimal mungkin dilakukan penguasaan kawasan; 

d.	 pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan 
tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan; dan 

e.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan. 

(6)	 Perwujudan kawasan lindung rawan bencana alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 

a.	 pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut untuk 
mengurangi resiko bencana; 

b.	 penyusunan rencana rind tata ruang kawasan lindung rawan 
bencana; 

c.	 penyusunan peraturan zonasi; 

d.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan lindung rawan 
bencana;dan 

e.	 Pemetaan jalur evakuasi. 

(7)	 Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruff meliputi : 

a.	 penetapan batas kawasan; 

b.	 pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi 
lindung kawasan dan mengurangi resiko bencana; 

c.	 penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung geologi; 

d.	 penyusunan peraturan zonasi; dan 

e.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan lindung geologi. 

Pasa147 

(1)	 Perwujudan kawasan budidaya sebagairnana dalam Pasal 45 huruf 
b terdiri atas: 
a perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi; 

b.	 perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat; 

c.	 perwujudan kawasan peruntukan pertanian; 

d.	 perwujudan kawasan peruntukan perikanan; 

e.	 perwujudan kawasan peruntukan pertambangan; 

f.perwujudan..... 



f.	 perwujudan kawasan peruntukan industri; 

g.	 perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; 

h.	 perwujudan kawasan peruntukan pennukiman; dan 

1.	 perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. 

(2)	 Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1] huruf a meliputi: 
a.	 penetapan batas dan pemulihan fungsi kawasan hutan; 

b.	 pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan; 

c.	 mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan 
pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan 

d.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi. 

(3)	 Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi: 

a.	 mensinergikan pengelolaan hutan rakyat dengan kegiatan 
pertanian dan petemakan; 

b.	 pemberian insentif kepada masyarakat pengelola hutan rakyat; 

c.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan rakyat; 
dan 

d.	 peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan. 

(4]	 perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1] huruf c meliputi: 

a.	 pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, 
peternakan dan perkebunan; 

b.	 pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan; 

c.	 penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 

d.	 pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan 
berke1anjutan; 

e.	 pengendalian secara ketat kegiatan budidaya lainnya yang 
merusak fungsi pertanian; 

f.	 pengembangan kegiatan budidaya pertanian organik; 

g.	 pemberian insentif kepada petani yang pengelo1aannya 
menunjang program pertanian pangan berke1anjutan; 

h.	 pengembangan diversitas komoditi pertanian; 

I.	 pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 
produksi dan pemasaran hasil pertanian; 

J.	 mensinergikan kegiatan budidaya pertanian sawah dengan 
budidaya belut; 

k.	 mensinergikan kegiatan budidaya pertanian sawah dengan 
budidaya peternakan itik secara terbatas; 

I.pengembangan..... 



1.	 pengembangan budidaya pertanian sistem tumpangsari pada 
lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan; 

m.	 mensinergikan kegiatan budidaya pertanian perkebunan dengan 
budidaya peternakan secara terbatas; 

n.	 pemberian insentif kepada petani hortikultura; dan 

o.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan 
berkelanjutan. 

(5)	 Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 

a.	 pengembangan agribisnis perikanan; 

b.	 peningkatan pengelolaan budidaya perikanan; 

c.	 penetapan batas kawasan; 

d.	 pengembangan kawasan minapolitan; 

e.	 pengendalian baku mutu perairan kawasan; dan 

f.	 pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran 
hasil perikanan. 

(6)	 Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a.	 penetapan batas kawasan; 

b.	 pengelolaan kawasan pertambangan secara berkelanjutan; 

c.	 pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 
pengelolaan tambang; 

d.	 pengendalian seeara ketat pengelolaan tambang; dan 

e.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan tambang. 

(7)	 Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f meliputi: 

a.	 penetapan batas kawasan; 

b.	 pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur 
penunjang kawasan; 

e.	 pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan; 

d.	 pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang 
mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan 

e.	 temu wieara dengan pengusaha kawasan dan pengusaha 
industri. 

(8)	 Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: 

a.	 penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 
(RIPPDA); 

b.	 peningkatan kualitas obyek wisata; 

c.pengembangan..... 



c.	 pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 
penunjang wisata; 

d.	 mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata; 

e.	 pengembangan desa wisata; 

f.	 mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai 
daya tarik wisata; dan 

g.	 peningkatan sistem informasi wisata. 

(9)	 Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: 

a.	 penyusunan masterplan Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D); 

b.	 penetapan batas pengembangan kawasan permukiman 
perkotaan dan perdesaan; 

c.	 pengembangan Kasiba dan Lisiba; 

d.	 pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur 
penunjang permukiman; 

e.	 identifikasi permukiman kumuh; dan 

f.	 perbaikan lingkungan permukiman kumuh. 

(10)	 Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi: 

a.	 penetapan batas kawasan; 

b.	 pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 
kawasan; 

c.	 pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; 

d.	 mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; 
dan 

e.	 sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan 
keamanan. 

Paaal48 

(1)	 Perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri atas: 

a.	 kawasan strategis kepentingan ekonomi; 

b.	 kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan 

c.	 kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup. 

(2)	 Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a.	 perwujudan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan 
ekonomi berdasarkan Kawasan Strategis Provinsi meliputi: 

1)Peningkatan..... 



1) Peningkatan jaringan transportasi; 

2) Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor; 
dan 

3) Pengembangan jaringan prasarana lintas kawasan. 

b. perwujudan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan 
ekonomi berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi: 

1)	 Peningkatan pasar pada Pusat Kegiatan Wilayah Promosi 
(PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat 
Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan 
(PPL); 

2)	 Pengembangan agropolitan; dan 

3)	 Peningkatan akses, sarana, dan prasarana perekonomian 
kawasan tertinggal. 

(3)	 Perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan pada 
Kampung Wisata Buay Pemuka Pakuan Ratu, Kampung Wisata 
Budaya Mesir, Kampung Wisata Lestari Gedung Batin, Situs Putra 
Lima Sakti dan Situs Umpu Segara Mider meliputi: 

a.	 penataan kawasan sekitar kawasan; 

b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan 
strategis; 

c.	 pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana wisata di 
dalam kawasan; 

d. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan 
sekitar; dan 

e.	 pengembangan sistem informasi pengelolaan kawasan. 

(4)	 Perwujudan kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. perwujudan Taman Wisata Alam Curup Gangsa meliputi: 

1) Penyusunan rencana rind Taman Wisata Alam Curug Gangsa; 

2) Penyusunan peraturan zonasi Taman Wisata Alam Curup 
Gangsa; 

3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam 
Curup Gangsa; 

4) pelarangan kegiatan budidaya di dalam Taman Wisata Alam 
Curup Gangsa; 

5) Pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat 
dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Curup Gangsa; dan 

6) Sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian 
kawasan Taman Wisata Alam Curup Gangsa, 

b.perwujudan..... 



b. perwujudan kawasan resapan air meliputi: 

1) Penyusunan rencana rinci kawasan resapan air; 

2) Penyusunan peraturan zonasi kawasan resapan air; 

3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan resapan air; 

4) Pembuatan sumur-sumur resapan; 

5) Pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir; 

6) Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu 
menahan dan meresapkan air; 

7) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya di dalam 
kawasan resapan air; 

8) Pemberian insentif terhadap masyarakat lokal menunjang 
fungsi resapan air; dan 

9) Sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian 
kawasan resapan air. 

c. perwujudan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Kanan, 
Way Pisang, Way Umpu, Way Besai, Way Giham, dan Way Tahmi 
meliputi: 

1) Penyusunan rencana rinci kawasan Daerah Aliran Sungai 
(DAS); 

2) Penyusunan peraturan zonasi kawasan Daerah Aliran Sungai 
(DAS); 

3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Daerah 
Aliran Sungai (DAS); 

4) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya di dalam dan 
sekitar kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS); 

5) Pemberian insentif terhadap masyarakat loka! yang menunjang 
penyelamatan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan 

6) Sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian 
kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). 

BAB VII
 

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
 

Bagian Kesatu 
Umum
 

Paaa149
 

(1)	 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 
menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan 
ruang wilayah Kabupaten. 

(2)Ketentuan..... 



(2)	 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi; 

b. ketentuan perizinan; 

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan 

d. ketentuan sanksi. 

Raglan Kedua 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasl 

Paaal50 

(1)	 Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi 
penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten. 

(2)	 Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a.	 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; 

b.	 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; 
dan 

c.	 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan 
prasarana. 

(3)	 Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan 
ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona 
pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah 
ini. 

(4)	 Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budi daya selain 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diperbolehkan dengan 
ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang 
bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan 
zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

Ketentuan Perlzlnan 
Paaal51 

(1)	 Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 
(2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang­
undangan yang berlaku meliputi: 

a.	 perizinan kegiatan meliputi SIUP, TDP, lVI, lTV, TDG, dan TDI; 

b.	 perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi lzin 
Lokasi, lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) , lzin 
Penggunaan Bangunan (IPB); 

c. perizinan..... 



c.	 perizinan konstruksi meliputi Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 

d.	 perizinan lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, 
Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan 
Lingkungan dan Izin Gangguan (HO); dan 

(2)	 Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

(3)	 Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur 
atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan. 

(4)	 Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala Kabupaten 
diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati. 

(5)	 Ketentuan Iebih Ianjut mengenai ketentuan perizinan Wilayah 
Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati. 

Baglan Keempat
 

Ketentuan InsentiC clan Dillinsentif
 
Pasal52
 

(1)	 Insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(2)	 Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan 
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan yang 
didorong pertumbuhannya dan ketentuan umum peraturan zonasi 
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3)	 Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu 
dicegah, dibatasi, atau dikurangi, atau dilarang dikembangkan 
untuk kegiatan budi daya berdasarkan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini. 

(4)	 Arahan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 

a.	 keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, 
imbalan, sewa ruang, dan urun saham; 

b.	 pembangunan serta pengadaan infrastruktur dan kemudahan 
prosedur perizinan; dan 

c.	 pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta danlatau 
pemerintah daerah. 

(5)	 Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (3) meliputi: 

a.	 pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan 
besamya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak 
yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; 

b.pembatasan..... 



b. 

c. 

d. 

pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, 
dan penalti; 

kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak 
pembangunan; dan 

pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. 

Pual53 

(1)	 Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan 
ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada 
tingkat pemerintah yang lebih rendah dan kepada masyarakat. 

(2)	 Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh 
instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. 

(3)	 Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut 
prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan. 

(4)	 Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati. 

(5)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Sagtan Kelima
 

Araban Sanksi
 
Pasal54
 

(1)	 Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam 
pengenaan sanksi admnistratif kepada pelanggar pemanfaatan 
ruang. 

(2)	 Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: 

a.	 perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau 
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata 
ruang;dan 

b.	 penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

(3)	 Arahan pengenaan sanksi dapat berupa: 

a.	 sanksi administratif; danIatau 

b.	 sanksi pidana. 

(4)Arahan..... 



(4)	 Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: 

a.	 hasil pengawasan penataan ruang; 

b.	 tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; 

c.	 kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan 

d.	 peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 

(5)	 Pengenaan disinsentif sanksi dilakukan terhadap : 

a.	 pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur 
ruang dan pola ruang; 

b.	 pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 

c.	 pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang 
diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; 

d.	 pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan 
ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; 

e.	 pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW 
kabupaten; 

f.	 pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap 
kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan 
dinyatakan sebagai milik umum; danjatau 

g.	 pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan 
prosedur yang tidak benar. 

(6)	 Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g 
dikenakan sanksi yang terdiri atas: 

a.	 peringatan tertulis; 

b.	 penghentian sementara kegiatan; 

c.	 penghentian sementara pelayanan umum; 

d.	 penutupan lokasi; 

e.	 pencabutan izin; 

f.	 pembatalan izin; 

g.	 pembongkaran bangunan; 

h.	 pemulihan fungsi ruang; danjatau 

1.	 denda administratif. 

(7)	 Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas: 

a.	 peringatan tertulis; dan 

b.	 penghentian sementara kegiatan. 

Sanksi... .. 



Sanksi Administratif 

Pasa155 

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersarna­
sarna dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya 
ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten. 

Pasa156 

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 55 dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. 

Sanksi Piclana 

Pasa157 

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 54 ayat (3) huruf b dilakukan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

BABVIII 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu
 

Hak Masyarakat
 

Pasal58
 

Dalarn pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk : 

a. mengetahui rencana tata ruang; 

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbui; 

d. mengajukan tuntutan pembatalan IZIn dan penghentian 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada 
pejabat berwenang; 

e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

Bagian ..... 



Baglan Kedaa
 
Kewa,jiban MaByarakat
 

Pasal59
 

Dalarn pernanfaatan ruang setiap orang wajib : 

a. rnenaati rencana tata ruang yang te1ah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 

pejabat yang berwenang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

Baglan Ketiga
 
Penn Masyarakat
 

Pasal60
 

(1)	 Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan 
antara lain melalui: 

a.	 partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 

b.	 partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 

c.	 partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, 

(2)	 Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada 
tahap perencanaan tata ruang dapat berupa: 

a.	 memberikan masukan mengenai: 

1) Persiapan penyusunan rencana tata ruang; 

2) Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 

3) Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau 
kawasan; 

4) Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/ atau 

5) Penetapan rencana tata ruang, 

b.	 kerja sarna dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dari/atau 
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

Pasal61 

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal60 ayat (1) huruf b dapat berupa: 

a.	 masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 

b.kerja..... 



b.	 kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 

c.	 kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal 
dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

d.	 peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di 
dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

e.	 kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup 
dan sumber daya alam; dan 

f.	 kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal62 

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal60 ayat (1) huruf c dapat berupa: 

a.	 masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 

b.	 keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

c.	 pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran 
kegiatan pemanfaatan ruang yang me1anggar rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan; dan 

d.	 pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

Pasal63 

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam 
penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

Pasal64 

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara 
langsung dan/atau tertulis. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disampaikan kepada menterij'pimpinan lembaga pemerintah non 
Kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubemur, dan Bupati, 

Pasal 56..... 



Pasal65 

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah 

membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan 

penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal66 

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 

BABIX
 

KELEMBAGAAN
 

Pasal67
 

(1)	 Koordinasi penataan ruang daerah dilakukan oleh BKPRD 
Kabupaten Way Kanan. 

(2) BKPRD	 Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan organisasi meliputi: 

a.	 penanggungjawab yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati; 

b.	 ketua ialah sekretaris daerah kabupaten; 

c.	 sekretaris ialah kepala Bappeda Kabupaten; dan 

d.	 anggota yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan 
potensi daerah dapat berasal dari dinas atau instansi 
pemerintah kabupaten, masyarakat atau lembaga masyarakat, 
perorangan atau profesional, akademisi atau perguruan tinggi, 
dan lainnya sesuai kebutuhan. 

(3) BKPRD Kabupaten mempunyai tugas yang terdiri dari: 

a.	 perencanaan tata ruang: 

1. Mengoordinasikan dan merumuskan Penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan; 

2. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan 
menengah dengan rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan 
serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan 
berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis; 

3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasika 
n rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan dengan rencana 
tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/ 
kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, 
rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang 
kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah 
kabupaten yang berbatasan; 

4.mengkoordinasikan..... 



4. Mengkoordinasikan pe1aksanaan konsultasi rancangan 
peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten Way 
Kanan kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN; 

5. Mengoordinasikan pe1aksanaan evaluasi rencana tata ruang 
Kabupaten Way Kanan ke Provinsi; 

6. Mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang 
Kabupaten Way Kanan Tengah; dan 

7. Mengoptirnalkan peran rnasyarakat dalam perencanaan tata 
ruang. 

b. Pernanfaatan ruang: 

1. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian 
permasalahan dalam pernanfaatan ruang di Kabupaten Way 
Kanan, dan rnernberikan pengarahan serta saran 
pernecahannya; 

2. Mernberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang 
terkait rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan; 

3. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada 
jajaran pernerintah, swasta, dan rnasyarakat; 

4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang 
antar Kabupaten; dan 

5. Mengoptimalkan peran rnasyarakat dalam pemanfaatan 
ruang. 

C. Pengendalian pernanfaatan ruang: 

1. Mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistern 
Kabupaten; 

2. Mernberikan rekornendasi perizinan pernanfaatan ruang 
Kabupaten; 

3. Melakukan identifikasi insentif dan disinsentif dalam 
pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Way Kanan 
dengan Provinsi Lampung dengan Kabupaterr/Kota terkait; 

4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pernantauan, evaluasi, dan 
pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; 

5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pernanfaatan 
ruang untuk rnenjaga konsistensi pernanfaatan ruang 
dengan rencana tata ruang; dan 

6. Mengoptirnalkan peran rnasyarakat dalam pengendalian 
pernanfaatan ruang. 

(4) Untuk rnernperlancar tugas BKPRD Kabupaten dibantu oleh: 

a. Sekretariat; 

b. Tim Teknia/Kelompok Kerja (Pok;ja) Perencanaan Tata Ruang; dan 

C. Tim Teknis/Ke1ompok Kerja (pokja) Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

(5)Struktur..... 



(5)	 Struktur organisasi dan tugas sekretariat, pokja perencanaan tata 
ruang, dan pokja pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Keputusan Bupati. 

BABX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal68 

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way 
Kanan adalah 20 (dua puluh) Tahun sejak tanggal ditetapkan. 

(2) RTRW	 Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau 
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun. 

(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, 
darr/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan 
Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way 
Kanan dapat ditinjau kembali lebih dari l(satu) ka1i dalam 5 (lima) 
tahun. 

(4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga 
dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi 
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten danlatau 
dinamika internal kabupaten. 

(5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Way Kanan tahun 
2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ml. 

(6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri 
Kehutanan terhadap bagian Wilayah kabupaten yang kawasan 
hutannya be1um disepakati pada saat Peraturan Daerah ini 
ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan 
berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan. 

(7) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang 
Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal69 

(1) Se1ain	 pejahat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan 
ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu 
pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukurn Acara Pidana. 

(2)Penyidik..... 



(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang 
penataan ruang; 

b. me1akukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan 
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang 
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana dalam bidang penataan ruang; dan 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana da1am bidang penataan ruang. 

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik 
kepolisian negara Republik Indonesia. 

(4)Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik 
pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik 
kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum mealui 
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. 

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara 
serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

BABXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Paaal70 

(1)	 Dengan berlakunya Peraturan Daerah irn, maka semua 
peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang 
daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan 
Daerah ini. 

(2)Dengan..... 



(2)	 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

(3)	 Izin pemanfaatan ruang yang te1ah dike1uarkan dan te1ah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku 
sesuai dengan masa berlakunya; 

(4)	 Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 

(5)	 Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut 
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah 
1m; 

(6)	 Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa 
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan 
berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 

(7)	 Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah 
diterbitkan dapat dihatalkan dan terhadap kerugian yang 
timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan 
penggantian yang layak. 

(8)	 Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin 
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan 
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 

(9)	 Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang 
diperlukan. 

(10)	 Peninjauan kembali dan penyempumaan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Way Kanan dapat dilakukan minimal 5 (lima) 
Tahun sekali. 

(11)	 Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang 
sebelumnya diberi masa transisi se1ama 3 (tiga) Tahun untuk 
penyesuaian 

BABXII 
KETENTUAIf PENUTUP 

Pasal71 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Way Kanan periode sebelumnya dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal ..... 



Pasal72 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan. 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 

pada tanggal !D ~ 2011 

BUPATI WAY KANAN,
 

Dto.
 

BUSTAMI ZAlNUDIN
 

Diundangkan di: Blambangan Umpu 
pada tanggal : ~o ~I>r 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 

Dto. 

BUSTAM HADOR! 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TABUN 2011 NOMOR 11 

~m~~~· dengan aslinya, 
~ GIANBUKUM 

l 
~--, 

L SR. MM. 
embina 

~fli:s==«iIv.J1215 198101 1 00 1 



PENJELASAN
 
ATAS
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
NOMOR 11 TABUK 2011
 

TENTANG
 

RENeANA TATA RUANG WILAYAH
 
KABUPATEN WAY KANAN TABUK 2011 SAMPAI DENGAN
 

TABUN 2031
 

I. UMUM. 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan 
sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara, dan sumberdaya 
alam yang lain. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya 
alam memiliki keterbatasan terkait dengan ketersediaan menurut 
kuantitas dan kualitasnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan ruang 
sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

Perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan ruang 
seiring meningkatnya aktivitas manusia, perkembangan jumlah 
penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan 
pemanfaatan ruang yang ketersediaannya relatif sudah sangat 
terbatas. Agar kegiatan manusia dapat berlangsung secara efisien 
dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan 
pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan 
mempertimbangkan aspek kegiatan manusia dan aspek sediaan 
ruang. 

Kabupaten Way Kanan memiliki posisi yang cukup strategis bagi 
pembangunan di Provinsi Lampung, karena merupakan salah satu 
pintu gerbang Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. 
Kondisi ini merupakan potensi yang cukup besar bagi perkembangan 
Kabupaten Way Kanan. dengan memanfaatkan mobilitas barang dan 
orang antara Provinsi Lampung-Sumatera Selatan. 

Sejalan dengan beIjalannya waktu, dan semakin tingginya jumlah 
penduduk, maka kebutuhan ruang untuk hidup maupun kehidupan 
di Kabupaten Way Kanan semakin bertambah. Namun kebutuhan 
akan ruang tersebut tidak secara merata, hanya pada pusat pusat 
pertumbuhan, khususnya di wilayah barat. Pusat-pusat 
pertumbuhan yang berkembang secara linear mengikuti jalan provinsi 
di wilayah barat (Kec. Banjit, Baradatu, Gunung Labuhan) tumbuh 
lebih cepat dibandingkan kawasan lainnya di wilayah timur (Kec. 
Negara Batin dan Negeri Besar]. Tanpa adanya pengaturan yang baik, 

maka..... 



maka perkembangan eli wilayah barat Kabupaten Way Kanan akan 
semakin tinggi. dan dapat berkembang melampaui daya dukung dan 
daya tampung kawasan 

Selain masalah ketimpangan wilayah, terdapat beberapa hal lain yang 
perlu eliperhatikan perkembangannya, yaitu: 

1.	 Potensi masalah lingkungan dengan belurn adanya rencana 
pengelolaan persampahan serta adanya perubahan fungsi hutan 
menjadi kawasan perkebunan dan sawah 

2.	 Berkembangnya sektor pertanian dan perkebunan secara 
signifikasi dan menjaeli tulang punggung pembangunan di 
Kabupaten Way Kanan. 

Melihat berbagai kondisi eksisting pembangunan Kabupaten Way 
Kanan di atas, maka eliperlukan adanya arahan alokasi pemanfaatan 
ruang sesuai dengan karakteristik dan daya dukung, serta menjawab 
berbagai potensi dan masalah pembangunan yang ada, sehingga akan 
meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan 
keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Way Kanan, melalui 
kegiatan penataan ruang. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk 
menyusun Rencana Tata Ruang, eliantaranya adalah RTRW Kabupaten. 
Dalam konteks penataan ruang, kedudukan Pemerintah Kabupaten 
sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi 
memiliki fungsi dan peran memelihara hubungan yang serasi antara 
kabupaten dan provinsi. Untuk mendukung hal tersebut perlu 
diwujudkannya sistem penataan ruang yang memadukan berbagai 
kebijaksanaan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan dan 
terintegrasi dengan kebijakan pemanfaatan ruang tingkat nasional 
maupun provinsi. 

II.	 PASAL DEMI PASAL 

Pasall 
lstilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar 
terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasa12 
Cukup jelas, 

Pasal3 
Cukup jelas. 

Pasal4 
Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan issue­
issue pembangunan di Kabupaten Way Kanan, yaitu: 
1.	 Ketidaksinkronan sistem transportasi wilayah kabupaten 

dengan rencana pengembangan transportasi dalam RTRW 
Kabupaten. 

2.	 Peluang pengembangan jaringan perkretaapian eli Kabupaten 
Way Kanan untuk mendukung mobilitas darat. 

3. peluang..... 



3.	 Pe1uang pendayagunaan Landasan Udara Gatot Subroto 
sebagai bandara kornersial untuk mengakomodasi kebutuhan 
mobilitas yang cepat, nyaman, dan ekonomis, 

4.	 Potensi masalah lingkungan dengan belum adanya rencana 
pengelolaan persampahan di Kabupaten Way Kanan. 

5.	 Potensi masalah lingkungan dengan adanya perubahan fungsi 
hutan menjadi kawasan perkebunan dan sawah. 

6.	 Permasalahan kerawanan bencana longsor dan banjir. 

7.	 Peluang pengembangan kawasan agropolitan di beberapa 
kecamatan di Kabupaten Way Kanan karena adanya potensi 
pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

8.	 Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur 
Kabupaten Way Kanan. 

Pasal5 
Cukup jelas. 

Pasal6 
Cukup je1as. 

Pasal 7 
Cukup je1as. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Pasal9 
Cukup jelas. 

PasalIO 
Cukup jelas. 

Pasal Ll 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas, 

PasalI3 
Cukup je1as. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal15 
Cukup je1as. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Terkait dengan pengembangan jaringan listrik adalah 
identifikasi kebutuhan listrik yang harus dipenuhi hingga 
tahun 2030 mendatang. Kebutuhan listrik yang dimaksud 
terbagi dua, yaitu kebutuhan domestik dan non domestik. 

Analisis..... 



Analisis Kebutuhan listrik domestik, dihitung menurut 
total kebutuhan listrik menurut per orang. Oleh karena itu 
faktor jumlah penduduk, menurut proyeksinya akan 
menentukan jumlah kebutuhan listrik domestik. 
Sementara kebutuhan listrik non domestik yang dimaksud 
adalah listrik untuk aktifitas perkantoran, bisnis, wisata, 

Adapun proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Way 
Kanan tampak pada tabel berikut ini. 

Kecamatan J'am Ja h 

Pe1lcludv.k 

LJatrik 
DomeetfJr 

fK\V) 

,tl....... 
I: .MrA'''. 

Banjit 48.537 4.854 1.941 
Baradatu 45.363 4.536 1.815 
Gunung 
Labuhan 23.709 2.371 948 
Kasui 36.217 3.622 1.449 
Rebang 
Tanzkas 32.295 3.230 1.292 
Blambangan 
Umpu 

Way Tuba 
52.270 
22.776 

5.227 
2.278 

2.091 
911 

. 
Nezeri Agung 23.708 2.371 948 
Bahuza 11.994 1.199 480 
Buav Bahuga 22.016 2.202 881 
Bumi Agung 30.767 3.077 1.231 
Pakuan Ratu 30.429 3.043 1.217 
Nezara Batin 38.084 3.808 1.523 
Negeri Besar 24.457 2.446 978 

Jumlah 442.623 44.262 17.705 

Ayat (2)
 
Cukupjelas
 

Ayat (3)
 
Cukupjelas
 

Ayat (4)
 
Cukupjelas
 

Ayat (5)
 
Cukup jelas.
 

Ayat (6)
 
Cukupjelas
 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten 
Way Kanan direncanakan mampu meningkatkan kualitas 
dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang 
terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Untuk 

mencapai... 














































































